SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap Surat

Mengingat

Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
1766 /PW.02- SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal
Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja
di Lingkungan KPU provinsi/KIP Aceh dan KUP/KIP
Kabupaten /Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan
Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah
diubah, dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
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tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
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7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-
Kpt/O1/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Keputusan ini..

KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muna.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 15 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,
ttd.
LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN

PERUBAHAN DI

LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

TIM AGEN PERUBAHNA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

No Nama Jabatan Keduduk.an Tugas Dalam Tim
Dalam Tim
1 2 5 4 5
1. Membuat
rencana  aksi
1. ]Egt(tl(if Qlt;i:ll Manaf Sekretaris Ketua dari program-
program
reformasi yang
Kepala Sub Bagian Wakil Ketua sudah akan
5 | Surus Teknis dan dijalankan
’ Penyelenggaraan Koordinator bersama Tim
Pemilu dan Hukum Perubahan Reformasi
Birokrasi
Kepala Sub Bagian Sekretariat; dan
3. | Wa Ode Muliati Hariki Keuangan, Umum Anggota 2. Merencanakan,
dan Logistik melaksanakan
dan
) mengevaluasi
o Kepala Sub Bagian kegiatan di
4. | Sitti Amrana Perencanaan, Data Anggota setiap program

dan Informasi

reformasi

idih.kpu.go.id/sultra/muna



jdih.kpu.go.id/sultra/muna

Kedudukan ;
No Nama Jabatan Dalam Tim Tugas Dalam Tim

1 2 3 4 =)

birokrasi
sekretariat
serta
melaporkaan
kepada
pengarah
setiap  bulan
bersama tim
reformasi
birokrasi dan
melakukan
kampanye dan
mengajak
setiap pegawai
untuk
melakukan
perubahan
mental dan
perilaku yang
sejalan dengan
reformasi
birokrasi
secara aktif

Kepala Sub Bagian
Partisipasi, Hubungan
5. | Andi Arwin Masyarakat dan Anggota
Sumber Daya

Manusia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
BUPATEN MUNA
epala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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